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A. Konsonan  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص




 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Ẓa Ẓ zet ( dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kf K Ka ك
 Lm L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ھ
 Apostrof ׳ Hamzah ء
 Ya Y Ye ى
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (׳). 
B. Vocal  
Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 




Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ا  
fathah a a 
 اِ 
kasrah i i 
 ا  
dammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda  Nama Huruf Latin Nama 
 ْ  Fathah dan ya ai a dan i ى 
 ْْ  Fathah dan wau au a dan u و 
 
Contoh:  
ُْفََ  kaifa : َك






Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
َ|َ...َيََ...َ اَ  
Fathah dan alif 
atau ya’ 
ā a dan garis di atas 
ي  ِ  Kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
و  ِ  Dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh:  
ُْثََ  ma>ta : َي
 //<rama : َرَيً
ُْمََ  qi>la : ق 
ْىتَ   ً ََ : yamu>tu 
D. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk tā’marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 





Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
اَألْطفَالَ   raudah al-atfāl : َرْوَصةَ 
هَة َ ََُْة اَْنفَاض  د  ًَ  al-Madīnah al-Fad}ilah :  اَْن




















Nama : Nurfadillah 
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 
Nim  : 11000117030 
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti   
Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai 
Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang 
Diganti Barang Di Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai. Kemudian pokok masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan uang 
yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. Pokok masalah tersebut 
kemudian dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu, 1) Bagaimana proses 
penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai? 
2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap praktik arisan uang yang diganti 
barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai?. 
jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif, adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan 
pendekatan sosiologis, kemudian sumber data yang digunakan yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer adalah wawancara 
yang dilakukan di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai dan sumber data sekunder 
adalah bersumber dari buku, jurnal, skripsi dan al-Qur‟an. Metode pengumpulan 
data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penggantian 
arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai yaitu awalnya 
arisan ini dibentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat disana, 
sehingga dibentuklah arisan uang dan peserta akan mendapatkan uang sebesar Rp. 
400.000. seiring berjalannya arisan ini, ketua arisan berinisiatif mengganti arisan 
uang menjadi barang karena lebih bermanfaat untuk kebutuhan hidup peserta 
arisan, walaupun pada dasarnya ketua arisan tidak memiliki hak untuk mengatur 
penggunaan uang yang didapatkan oleh peserta arisan akan tetapi apabila hal 
tersebut lebih bermanfaat untuk peserta arisan maka itu tidak masalah selama ketua 
arisan merundingkannya. Sehingga diadakanlah perundingan terlebih dahulu untuk 
kedua peserta yang telah menerima uang arisan lebih awal yaitu Ibu Saleha dan Ibu 
Emming dan kedua peserta merelahkan hal tersebut dan menyetujuinya. Kemudian 
diadakanlah perundingan selanjutnya kepada seluruh peserta dan semua peserta 
menyetujui, sehingga tergantilah arisan uang ini menjadi arisan barang. 2) Praktik 
arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai ditinjau dari 
pandangan hukum Islam arisan ini telah sesuai dan diperbolehkan karena sebelum 
mengganti arisan uang menjadi barang telah dilakukan perundingan terlebih dahulu 
kepada kedua peserta yang telah menerima uang arisan lebih awal dan kedua 




dilangsungkanlah kembali perundingan kepada seluruh peserta arisan dan 
disepakatilah pergantian arisan uang ini menjadi barang.  
Implikasi dalam penelitian ini adalah 1) dalam kegiatan arisan sebaiknya 
peserta arisan mempertahankan akad perjanjian awalnya dan tidak mengubah akad 
perjanjian dari arisan uang diganti menjadi arisan barang agar terhindar dari 
perselisihan akibat adanya peserta yang merasa tidak adil. 2) sebaiknya bendahara 
arisan memberitahukan terlebih dahulu dan lebih transparan kepada para peserta 
jika ingin mengambil sisa uang dari pembelian barang dan mengatakan dengan 
jujur sisa uang tersebut dipergunakan untuk apa agar tidak ada peserta arisan yang 
merasa dirugikan. 3) untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan arisan 
sebaiknya terlebih dahulu mengetahui akad dan hukumnya dalam Islam tentang 
arisan agar tidak merasa dikecewakan dan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai 
dengan syariat Islam. 






A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt yang merupakan makhluk yang 
sangat sulit dipahami yakni mengenai sifat dan perbuatannya.
1
 Meskipun begitu 
manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa 
bantuan orang lain. Walaupun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan, 
mereka selalu membutuhkan bantuan orang lain. Setiap manusia cenderung untuk 
berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan 
sejak lahir pun, manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial. 
Keharusan biologis tersebut telah menggambarkan betapa individu telah 
berkembang sebagai seorang makhluk sosial sehingga dalam kehidupan sosial 
memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam keadaan apapun, saling 
menghormati sesama manusia tanpa melihat miskin atau kayanya seseorang
2
 dan 
mendorong manusia untuk saling berketergantungan dan membutuhkan antara satu 
sama lain. Oleh karena itu komunikasi antar masyarakat menentukan perannya 
sebagai makhluk sosial. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dengan 
                                                             
1
 M. Safali dan Hadi Daeng Mapuna, “Peran Ijtihad Dalam Pembaruan Pemikiran Islam 
(Studi Pemikiran Kontowijoyo)”, Qadauna Vol. 1 (2020), h. 389. 
2
 Musyfikah Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Al-Risalah 




demikian tidak dapat dilepaskan dari berbagai cara dan bentuk adaptasi masyarakat 
terhadap lingkungannya.  
3
 
Islam merupakan suatu agama yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat. 
Sehingga Islam memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah yang 
berkaitan dengan urusan duniawi dengan porsi yang cukup dan menjadikan hal 
tersebut sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim.
4
 
Salah satu ajaran Islam dalam pembahasan fikih muamalah yang secara 
umum adalah aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial 
dalam semua urusannya pada sesuatu yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus 
fikih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan 
manusia untuk saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaatnya 
berdasarkan syariat Islam.
5
 Adapun pengertian dari muamalah yaitu suatu peraturan 
yang telah diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lainnya dalam hidupnya dan kehidupannya.
6
 
                                                             
3
 Rusmi Tumanggor, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55-56. 
4
 M. Thahir Maloko, “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Al-Qur‟an Dan Hadis”, 
Al-Fikr Vol. 17 No. 1 (2013), h. 210. 
5
 Andri soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Jakarta Timur: 
Prenadamedia Group, 2019), h. 2. 
6
 Juanda, Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar’I (Jawa 




Hukum Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan 
dalam kehidupan umat Islam.
7
 Hukum Islam juga telah memberikan kebebasan 
manusia untuk membuat bentuk dan jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan 
hidupnya. Asas ini telah merumuskan bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan 
apabila tidak ada dalil yang melarangnya.
8
 Pada dasarnya muamalah diartikan 
sebagai mubah (dibolehkan), kecuali terdapat peraturan lain dari al-Qur‟an dan 
Sunnah Rasul. Hal tersebut mempunyai arti bahwa hukum Islam memberikan 
kesempatan luas untuk perkembangan bentuk dan macam muamalah baru, yang di 
zaman nabi tidak terjadi sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. 
Contohnya transaksi online, metode hisab, dan lain-lainnya.
9
 
Bermuamalah, suatu kebaikan manusia yang mendasar dan harus 
diperhatikan sesuai dengan syariat dan hukum Islam.
10
 Sehingga sesuatu yang harus 
dihindari dan harus diperhatikan yaitu transaksi tidak boleh mengandung unsur judi, 
transaksinya harus jelas dan mengandung unsur kepastian, jenis barang tidak boleh 
                                                             
7
 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, Al-
Qadau Vol. 6 No. 1 (2019), h. 124. 
8
 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 7. 
9
 Juanda, Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar’I, h. 68. 
10
 Risaldi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada 
BNI Syariah Makassar”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 




barang yang haram, dan tidak boleh mengandung unsur riba. Agar pihak yang 
bermuamalah tidak merasa dirugikan. 
Asas dalam hukum muamalah ada yang namanya asas kebebasan 
berkontrak, sebagaimana rumusan kaidah hukum Islam dan telah menegaskan 
bahwa pada asasnya akad itu merupakan kesepakatan para pihak dan akibat 
hukumnya yaitu apa-apa yang mereka tetapkan dari asas diri mereka melalui janji.
11
 
Ketentuan-ketentuan hukum muamalah terjadi karena seiring dengan 
kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, manusia seringkali lupa akan dirinya 
dan terjerumus dalam kehidupan dimana manusia tidak peduli lagi terhadap nilai-
nilai Islam.
12
 sehingga sangat diperlukan pemikiran baru yang berhubungan dengan 
kebutuhan masyarakat yang disebut dengan Ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-
sungguh dalam melakukan kegiatan yang menggunakan tenaga, baik itu fisik 
maupun pemikiran manusia.
13
 Ijtihad inilah yang memegang peranan yang sangat 
penting dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama bidang muamalah.
14
 
                                                             
11
 Harun, Fiqh Muamalah, h. 8. 
12
 Andi Intan Cahyani, “Menimbun Barang (IHTIKAR) Perspektif Hadis (Suatu Kajian 
Tematik)”, El-Iqtishady Vol. 2 No. 1 (2020), h. 28. 
13
 M. Safali, dan Hadi Daeng Mapuna, “Peran Ijtihad Dalam Pembaruan Pemikiran Islam 
(Studi Pemikiran Kontowijoyo)”, h. 382. 
14




Memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di zaman sekarang, masyarakat 
mengadakan suatu kegiatan yang disebut dengan arisan. Arisan ini merupakan suatu 
peristiwa sosial yang sering terjadi diberbagai daerah maupun Kota di Indonesia. 
Sampai pada zaman sekarang ini arisan telah menjadi kegiatan sosial dan menjadi 
kebiasaan masyarakat. 
Pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) 
merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, 
semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat 
tersebut semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang yang telah di tentukan. 




Arisan adalah salah satu bagian dari kegiatan muamalah yang banyak orang 
pasti mengenalnya, walaupun arisan ini mempunyai berbagai macam-macam 
bentuk, contohnya: arisan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Arisan 
ini biasanya dilakukan dari berbagai kalangan, seperti di perusahaan, instansi 
pemerintah, rukun tetangga, sekolah dan bahkan ditempat ibadah sebagai kegiatan 
sosial banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai sarana bersilahturrahmi. 
Dalam kegiatan ekonomi, dan arisan juga mempunyai kesamaan dengan koperasi 
                                                             
15
 Siti Masithah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di 
Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl” (Skripsi Program S1 Hukum 




karena dananya berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan 
anggota arisan itu sendiri. Pada dasarnya yang terjadi disini adalah utang piutang.  
Setiap anggota arisan memiliki dua peran, yaitu sebagai debitur dan kreditur. 
Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, 
Kabupaten Sinjai, yaitu arisan uang, setiap anggota arisan diwajibkan untuk 
menyetor uang yang telah disepakati setiap minggunya kepada pengurus arisan yang 
biasanya disebut dengan bendahara arisan. Arisan ini bertujuan untuk meringankan 
beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam Islam 




Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Maidah/5: 2. 
ََََۖواجَّق ىاَ  ٌ ْدَوا ََواْنع  ْثى  َوانحَّقَْىٰيََََۖوََلجََعاََوَ ىاَعهًََاَْل  َد ََوجََعاَوَ ْىاَعهًََاْنب زِّ َََشد  َهللاَّ ٌَّ هللاَََۗإ 
قَاب َ) (٢اْنع   
Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 




                                                             
16
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Praktek arisan ini membutuhkan kepercayaan dari pihak masyarakat agar 
kegiatan ini dapat bertahan lama
18
, akan tetapi yang dilakukan oleh anggota arisan 
uang ini telah melanggar akad perjanjian. Perjanjian merupakan suatu kegiatan 
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang melakukan 
perjanjian untuk mencapai tujuannya.
19
 Karena pada awalnya semua anggota yang 
mengikuti arisan mendapatkan uang seperti yang disepakati. Kemudian arisan uang 
ini diganti dengan barang sehingga arisan ini tidak dapat memenuhi perjanjian 
awalnya seperti yang telah disepakati dalam akad yang dibuatnya (wanprestasi). 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi perjanjian
20
 dan tidak mengedepankan nilai 
keadilan dalam menjalankan praktek arisan.  
Sebelum mengganti arisan uang ini menjadi barang sebaiknya terlebih 
dahulu melakukan musyawarah sesama pelaku arisan. Musyawarah merupakan 
suatu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan untuk melaksanakannya agar 
dapat menyelesaikan masalah dengan seksama.
21
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Salah satu anggota ingin mengganti arisan ini menjadi barang sehingga 
semua anggota arisan diharuskan menyetujui arisan ini diganti barang karena 
apabila satu orang ingin menggantinya dengan barang berarti semuanya harus 
menggantinya juga dengan barang dan barangnya sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan setiap anggota. Namun setelah arisan uang diganti barang ternyata harga 
barang yang dipilih tidak sesuai. Sehingga anggota arisan merasa dirugikan karena 
harganya lebih tinggi dari harga yang dipasarkan dan apabila ada uang selisinya itu 
tidak dikembalikan. Maka dari itu sangat tidak adil dan terjadi kesenjangan antara 
sesama anggota. Dengan demikian apa yang terjadi pada kegiatan arisan barang di 
Desa Panaikang, dirasa bertentangan dengan syariat Islam karena tidak sesuai 
dengan akad perjanjian yang telah disepakati dan dapat menimbulkan riba. Allah 
swt berfirman dalam QS al-Maidah/5: 1. 
ىَْٰۑاََ ُْك  َياَ حْٰهًََعهَ َا َلَّ اَْلَََْعاو  ةَ  ًَ ُْ ْىَبَه  هَّْثَنَك  ََۗا ح  ق ْىد  َٰاَيُ ْىاَاَْوف ْىاب انْع  ٍَ َْ َََُّهَاانَّذ  هًِّ َغَُْزي ح 
و ز  َْح ْىَح  َواَ ُْد  َْد َ)َۗࣨانصَّ ََياَ ز  ى  َهللاََََْحك  ٌَّ (١َا   
Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak 
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 






                                                             





QS al-Isra/17: 34. 
َ ٍَ َه  ٍْ ب انَّح  َا َلَّ ُْى  ََوََلجَقَْزب ْىاَياَلَانَُْح  ٌَ َانَْعْهَدََكا ٌَّ ََۖا  ََۖواَْوف ْىاب اْنَعْهد   َِ دَّ َََْبه َخَاَش  ََححًَّ  ٍ اَْحَس
(َ َلا (٣٤َيْسؤ   
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji 





QS al-Nisa/4: 29. 
ه ْىاٌَٰࣨ َٰاَيُ ْىاََلجَأْك  ٍَ َْ مَ َࣨاَََُّهَاانَّذ  ْىَب اْنبَاط  َُُْك  ْىَبَ اَْيَىانَك   
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil” 
24
 
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka permasalahan pada kegiatan 
arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang, sangat menarik untuk dilakukan 
penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang 
Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis dapat merumuskan 
bahwa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang 
Kabupaten Sinjai. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub 
masalah, adapun sub masalahnya adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa 
Panaikang Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di 
Desa Panaikang Kabupaten Sinjai? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah mengkaji secara 
mendalam tentang arisan uang yang kemudian diganti barang yang sering 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai dalam Tinjauan 
Hukum Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah: 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang telah didasari oleh wahyu 








2. Arisan Uang Yang Diganti Barang 
Arisan uang yang diganti barang adalah sekelompok orang yang 
menyerahkan sejumlah uangnya kepada bendahara arisan secara rutin dengan 
jumlah uang yang telah disepakati, kemudian diundi dan yang mendapatkan 
arisan tersebut akan diberikan uang dari hasil arisan, akan tetapi arisan tersebut 
diganti dengan barang. 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Beberapa penulusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan, 
peneliti tidak menemukan penelitian secara spesifik sama dengan penelitian ini. 
Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan 
dengan penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah (2018) yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online (Studi Pada Akun Instagram 
@tikashop bdl)”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Pelaksanaan 
sistem arisan online dengan menggunakan handphone di akun instagram 
@tikashop bdl. Arisan ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi 
melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Akan tetapi 
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apabila ditinjau dari hukum Islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak 
memenuhi syara‟ Islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang 
mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga 
karena anggota membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan 
ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil 
dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat disimpulkan sistem arisan handphone 
secara online ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat 
atau batal. Sementara dalam penelitian ini akan mengkaji tentang “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Arisan Uang Yang Diganti Barang”, dengan analisis 
kasus di Desa Panaikang, sehingga dapat dipastikan kedua karya ini tidak sama 
sebab penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah ini adalah arisan online dan 
tidak dilakukan secara tatap muka sedangkan yang saya kaji tentang arisan uang 
yang diganti barang dan tidak dilakukan secara online dan dilakukan secara 
tatap muka. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Srining Astutik (2008) yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa 
Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)”. Salah satu bentuk 
arisan ini adalah arisan lelang (pyo-pyonan), adapun pelaksanaan arisan ini 
adalah perolehan arisan pertama untuk pengurus, sedangkan perolehan arisan 
kedua sampai terakhir untuk anggota arisan itu. Bagi anggota yang ingin 
mendapatkan arisan itu harus melelang arisan tersebut dengan harga yang lebih 




adalah berkenaan dengan penerimaan hasil arisan, dimana jumlah uang 
penerimaan arisan tidak sama dengan jumlah yang harus dibayarkan, selain itu 
jumlah arisan yang didapatkan oleh tiap-tiap anggota berbeda. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa awalnya arisan ini boleh, namun setelah penyusun 
menganalisa dengan menggunakan metode „urf dan maslahah mengenai hasil 
perolehan arisan antar anggota terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena 
adanya sistem lelang yang mengandung unsur ketidakadilan antar anggota, 
sehingga arisan ini tidak sah menurut Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian 
ini yang akan mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Uang 
Yang Diganti Barang”, dengan analisis di Desa Panaikang Kabupaten sinjai. 
Karena arisan ini tidak menggunakan unsur lelang akan tetapi berfokus pada 
arisan uang yang diganti barang sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini 
sangat berbeda. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi (2017) yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem 
Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten 
Simalungun)”. Dalam penelitian tersebut berfokus tentang arisan uang dengan 
sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten 
Simalungun merupakan arisan yang dalam menentukan pemenang arisan yaitu 
peserta yang melakukan penawaran tertinggi. Kemudian uang tawaran tersebut 
akan diberikan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. 




banyak perolehan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 
riba di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui 
dari ketidak seimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang 
diterima dan perbedaan total perolehan yang diterima oleh masing-masing 
peserta disebabkan tidak adanya batas maksimum tawaran dan juga balen yang 
hanya diperuntukkan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan 
arisan. Dengan demikian, arisan uang dengan sistem tawaran ini hukumnya 
haram. Sehingga untuk menghindarinya harus diberlakukan batasan nominal 
tawaran dan balen yang diperuntukkan kepada seluruh peserta. Sedangkan 
dalam penelitian ini akan mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Arisan Uang Yang Diganti Barang”, dengan analisis kasus di Desa Panaikang 
Kabupaten Sinjai. Dan tidak menggunakan sistem tawaran dan balen kepada 
para anggota arisan sehingga dapat dikatakan penelitian ini sangat berbeda 
dengan yang disebutkan diatas. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ni‟matul Sisehah (2019) yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek 
Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”. 
Dalam penelitian tersebut berfokus pada arisan indek yang dimana pembayaran 
dengan jumlah nominal uang tersebut berbeda-beda setiap anggota. Anggota 
yang mendapatkan nomor urut pertama harus membayar kewajiban dengan 
jumlah uang yang harus lebih banyak dari peserta nomor urut terakhir. 




sama sehingga ada yang dirugikan dan diuntungkan. Berbeda dengan penelitian 
ini yang akan mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Uang 
Yang Diganti Barang” dengan analisis kasus di Desa Panaikang, Kabupaten 
Sinjai. Sebab dalam penelitian ini tidak menggunakan sistem indek tahunan dan 
studi kasusnya juga berbeda tempat sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian 
ini sangat berbeda dengan penelitian yang diatas. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana Astuti (2019) yang berjudul “ 
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa 
Sukasari Kabupaten Seluma)”. Dalam penelitian tersebut menggunakan sistem 
arisan yang dilaksanakan setiap dua puluh hari sekali dengan mengumpulkan 
uang sebanyak Rp. 200.000. Bagi peserta yang tidak datang dan belum 
membayar uang arisan tetapi memenangkan undian maka akan dilakukan 
pengundian ulang. Lain halnya jika peserta yang tidak datang tetapi telah 
membayar arisan dan memenangkan undian maka akan tetap diberikan haknya. 
Namun arisan ini menggunakan syarat bahwa yang harus memenangkan undian 
arisan yang pertama adalah ketua dan yang tidak dapat membayar arisan akan 
dikenakan denda Rp. 25.000/ hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian 
ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Uang Yang Diganti 
Barang” dengan analisis kasus di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai, sangat 
berbeda dengan penelitian diatas dimana sistem arisan yang digunakan dalam 




6. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rohmah (2016) yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut 
(Studi Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”. Dalam 
penelitian arisan undian kembang susut menurut hukum Islam merupakan 
perbuatan yang yang tidak diperbolehkan. Karena, didalam kegiatan arisan 
tersebut terdapat kesepakatan bahwa tambahan uang penyetoran arisan sebesar 
Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, merupakan riba nasi‟ah yang 
diharamkan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang 
diatas sangat berbeda dengan penelitian ini, dimana judul dalam penelitian ini 
adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Uang Yang Diganti Barang” 
dengan analisis kasus di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. Sehingga perbeda 
dari penelitian tersebut sangat jelas karena judul penelitian sangat berbeda dan 
dalam penelitian ini tidak ada kesepakatan penambahan uang seperti penelitian 
yang diatas. 
7. Penelitian yang dilakukan oleh Afton Najib (2017) yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit 
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam penelitian tersebut 
membahas mengenai praktik arisan berupa bahan bangunan. Dalam praktik 
arisan tersebut yang menjadi objek dari arisan yaitu bahan bangunan, dimana 
anggota arisan menyetorkan sejumlah uang yang kemudian diundi dan yang 
memenangkan arisan akan diberikan 10 sak semen dan 1 rit pasir. Akan tetapi 




perolehan dengan mengurangi jumlah bahan bangunan dan mengganti kualitas 
barang. Sehingga dalam praktik arisan ini ada yang diuntungkan dan dirugikan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian diatas sangat berbeda dengan 
penelitian ini karena objek penelitiannya berbeda, dimana penelitian diatas 
membahas mengenai arisan bahan bangunan sedangkan dalam penelitian ini 
membahas tentang arisan uang yang diganti barang. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa 
Panaikang Kabupaten Sinjai. 
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti 






A. Akad Dalam Islam 
1. Pengertian Akad dalam Hukum Islam 
Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara etimologi berarti 
perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq).
1
 Kata akad secara terminology 
fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara 
yang dibenarkan syara‟.
2
 Secara leksikal, kata „akad‟ menunjuk kepada beberapa 
makna, yaitu mengikat, menghubungkan, mengencangkan, mengeratkan dan 
mempertemukan dua hal. Berangkat dari arti leksikal ini kemudian para ahli 
hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah 
satu pihak dengan Kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum 
syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.
3
 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, akad adalah 
suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dua orang atau lebih 
untuk mencapai suatu yang diinginkan. Bentuk perjanjian yang telah disepakati 
para pihak harus sesuai dengan syariat Islam. 
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2. Unsur Akad dan Syarat Akad 
Agar terbentuknya akad harus dipenuhi unsur-unsur akad (muqawwimat al-
„aqd) dan syarat-syarat akad (syuru‟t al-„aqd). Menurut hukum Islam kontemporer, 
unsur-unsur akad ada empat, yaitu: 
a. Pelaku atau para pihak yang membuat akad 
b. Pernyataan kehendak, yaitu ijab dan Kabul 
c. Obyek akad4, dan 
d. Tujuan akad. 
Agar unsur-unsur akad ini dapat membentuk akad dengan sempurna, ia 




a. Syarat terbentuknya akad 
b. Syarat keabsahan akad 
c. Syarat dapat diberlakukannya akibat hukum akad, dan  
d. Syarat mengikatnya akad. 
Syarat terbentuknya akad yaitu syarat-syarat yang bersama dengan unsur 
akad membentuk akad atau menyebabkan suatu akad terbentuk atau tercipta, 
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sedangkan syarat keabsahan akad yaitu syarat-syarat yang wajibkan untuk 
dipenuhi agar akad yang sudah terbentuk itu sah secara hukum syariah. Syarat ini 
meliputi (1) akad itu bebas dari garar dan judi, (2) akad itu bebas dari riba, (3) 
akad itu bebas dari syarat (klausula) fasid, dan (4) pelaksanaan akad tidak 
menimbulkan kerugian (darar). Apabila syarat keabsahan akad sudah dipenuhi 
bersama dengan dua macam syarat terdahulu, maka akad yang terbentuk itu 
menjadi sah. Hanya saja belum tentu akibat hukumnya segera dapat dilaksanakan. 
Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka akad yang sudah terbentuk 
secara sah itu harus memenuhi pula syarat-syarat dapat dilaksanakannya akibat 
hukum. Syarat dapat diberlakukannya akibat hukum dimaksud meliputi dua butir, 
yaitu (1) adanya kewenangan penuh untuk bertindak pada para pihak, dan (2) 
adanya kewenangan atas obyek akad. Apabila syarat akad ini dipenuhi, maka akad 
tersebut dapat dilaksanakan akibatnya, dalam artian para pihak dapat meminta 
pihak lainnya untuk melaksanakan akadnya. Meskipun sudah sah dan sudah dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya, masih ada kemungkinan salah satu pihak dapat 
membatalkan akad itu secara sepihak karena akad tersebut masih mengandung
6
 
adanya khiyar (hak opsi) bagi salah satu pihak. Oleh karena itu agar akad mengikat 
secara penuh, maka harus dipenuhi syarat mengikatnya akad. Syarat mengikatnya 
akad yaitu berupa bebas dari adanya sejumlah khiyar (hak opsi) dalam akad. 
a. Para Pihak 
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Para pihak harus memenuhi dua syarat seperti dikemukakan terdahulu, 
yaitu pertama, adanya berbilang pihak. Maksudnya yaitu bahwa pihak berhak 
(kreditur) dan pihak berwajib (debitur) tidak termasuk orang atau pihak yang 
sama. 
Syarat kedua yaitu bahwa para pihak harus memiliki kecakapan 
minimal untuk dapat menutup suatu akad.  Kecakapan minimal ini dapat 
melakukan tindakan hukum merupakan tamyiz, tamyiz adalah keadaan seseorang, 
menurut ijtihad hukum Islam kontemporer, berada dalam usia 12-18 tahun.
7
 
Untuk lebih lanjutnya para pihak dapat berupa prinsipal (asil) dan 
dapat berupa wakil. Prinsipal (asil) merupakan pembuat akad yang bertindak 
untuk dan atas namanya sendiri. Sedangkan wakil merupakan pembuat akad yang 
bertindak untuk dan atas nama orang lain, atau bertindak atas namanya sendiri 
tetapi untuk orang lain. 
b. Pernyataan Kehendak Para Pihak (Ijab dan Kabul) 
1) Syarat  
Pernyataan kehendak para pihak, yakni ijab dan Kabul, harus 
memenuhi dua syarat, yaitu pertama, adanya kesesuaian antara keduanya. 
Apabila Kabul merespons ijab dengan respons yang sesuai dengannya, maka saat 
itu terciptalah akad, dan apabila merespons dengan respons yang tidak sesuai, 
maka tidak tercipta akad. 
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Syarat kedua pernyataan kehendak (ijab dan Kabul) adalah bahwa 
keduanya terjadi dalam satu majlis akad. Apabila kedua pihak berada pada satu 




2) Cara menyatakan kehendak (ijab dan Kabul) 
Ijab maupun Kabul dapat disampaikan dengan beberapa cara, yaitu: 
a) Dapat secara lisan 
b) Dapat juga melalui tulisan semisal surat, pesan pendek (sms), email, 
telegram dan berbagai alat komunikasi modern lainnya 
c) Melalui utusan 
d) Dengan isyarat yang dapat dipahami menurut adat kebiasaan 
e) Dapat secara diam-diam (dengan perbuatan) 
f) Dengan diam semata 
3) Cacat kehendak (Uyu‟b ar-rida) 
Kehendak para pihak yang diucapkan melalui ijab dan Kabul tidak 
cukup hanya ada, tetapi keberadaannya juga harus sempurna. Dengan kata lain 
kehendak tersebut tidak boleh cacat. Apabila terjadi cacat kehendak, maka akad 
itu menurut hukum Islam menjadi maukuf. Arti maukuf yaitu bahwa akibat 
hukumnya tidak serta merta dapat dilaksanakan, melainkan digantungkan 
(maukuf) kepada ratifikasi pihak yang mengalami cacat kehendak itu. Pihak 
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yang bersangkutan dapat meminta pembatalan terhadap akad tersebut karena 
terjadinya cacat kehendak dalam penutupan akad. Terjadinya cacat kehendak 
dalam hukum Islam disebabkan oleh empat hal, yaitu: (a) adanya paksaan (al-
ikrah), (b) adanya penipuan (at-tagrir), (c) adanya kekhilafan (al-galat), dan (d) 





c. Objek Akad 
Objek akad dalam Islam dikenal dengan istilah Mahallul‟ Aqd 
merupakan sesuatu yang dapat dijadikan objek akad dan dapat berupa benda 
berwujud dan tidak berwujud. Dalam Hukum Perikatan Islam rukun ketiga akad 
yaitu adanya objek akad, urgensinya karena objek tersebut yang menjadi sasaran 
yang akan dicapai oleh para pihak melalui penetapan akad. Jika tidak ada objek, 
tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Dalam kalimat lain, mustahil bagi 
para pihak dapat melaksanakan prestasinya jika prestasi itu tidak ada serta tidak 
jelas. 
Hukum Perikatan Islam objek akad dibuat dan berlaku akibat-akibat 
hukum akad. Objek akad bisa meliputi benda, manfaat benda, jasa dan pekerjaan, 
atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Barang yang 
menjadi objek akad harus terhindar dari kesamaran dan riba, kesamaran dapat 
terhindar dari sesuatu barang apabila diketahui wujud, sifat, dan kadarnya, juga 
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dapat diserahkan, yakni pada kedua ujungnya harga dan barang dan diketahui 
pula masanya, yakni jika dalam bentuk jual 
11
beli tidak tunai. Misalnya akad jual 
beli rumah objeknya yaitu benda, maka rumah dan uang harga penjualannya 
yang juga merupakan benda. Akad sewa menyewa objeknya merupakan manfaat 
barang yang disewa, yang bisa berupa benda (termasuk uang), manfaat atau jasa, 
juga merupakan objek akad. Jadi dalam akad jual beli rumah, misalnya, menurut 
hukum Islam bukan hanya rumahnya saja yang merupakan objek akad, tetapi 
imbalannya yang berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan objek akad 
jual beli. Syarat obyek akad, para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa 
syarat pada objek akad, yaitu: 
1. Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan12 
2. Obyek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan 
3. Obyek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.13 
d. Tujuan Akad 
Tujuan akad, merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum 
Islam kontemporer, dibedakan dengan objek akad, yang merupakan rukun ketiga 
akad. Yang terakhir ini, yakni objek akad. Objek akad adalah tempat terjadinya 
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akibat hukum sedangkan tujuan akad adalah maksud dari para pihak yang 
apabila terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut.
14
 
Tujuan akad dalam Islam dikenal dengan istilah Maudhu Aqd 
merupakan maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam Maudhu 
Aqd harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara‟. Sebenarnya Maudhu Aqd 
adalah sama meskipun berbeda-beda barang jenisnya. Pada akad jual-beli 
misalnya, Maudhu Aqd-nya yaitu pemindahan kepemilikan barang dari penjual 
kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyewa yaitu pemindahan dalam 
mengambil manfaat disertai pengganti.
15
 
3. Rukun-Rukun Akad 
Rukun-rukun akad sebagai berikut: 
a. „Aqid, ialah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari 
satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seperti, penjual dan pembeli 
beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat 
untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa 
orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak („aqid ashli) 
dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. 
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b. Ma‟qud „alaih, ialah benda-benda yang diakadkan bisa berupa benda bergerak 
dan tidak bergerak,
16
 seperti benda-benda yang akan dijual dalam akad jual 
beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang 
dalam akad kafalah. 
c. Maudhu‟ al-„aqd, merupakan tujuan atau maksud dari pokok mengadakan 
akad. Jika berbeda dengan akad maka berbedalah juga tujuan pokok akadnya. 
Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang 
dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah 
adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk 
dimilikinya tanpa pengganti („iwadh). Tujuan pokok akad ijarah yaitu 
memberi manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad I‟arah yaitu 
memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. 
d. Shighat al-„aqd ialah ijab Kabul. Ijab adalah suatu penjelasan awalan yang 
keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 
mengadakan akad. Adapun Kabul ialah suatu perkataan yang keluar dari pihak 
yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab Kabul 
dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain 
sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak 
berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli 
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4. Dasar Hukum Akad 
Firman Allah dalam QS al-Maidah/5: 1.  
يْٰا ٰيٰ  ه ْيُكْىٰغ  ىٰع  ايُتْه  ي  اِوٰاِْلَّ ْع  تُٰاْْلَ   ً ُُْىاٰا ْوفُْىابِانُْعقُْىِدٰٰۗاُِحهَّْتٰن ُكْىٰب ِهْي ي 
ٰا   ٍ ُيِحهِّىٰيُّه اانَِّذْي ز 
َْتُْىُٰحُزو ا  ْيِدو  ايُِزْيُدٰ ٰۗࣨانصَّ ي ْحُكُىٰي  ٰهللٰ  ٌَّ (١ٰاِ  
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak 
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 





Firman Allah dalam QS al-Isra/17: 34.  
ٌَّٰ ْهِدٰٰۖاِ ا ْوفُْىاٰبِاْنع  ٰٰٰٰۖو  ِٗ ٰا ُشدَّ ٰي ْبهُغ  تّى  ٰح  ٍُ ٰا ْحس  بِانَّتِْيِٰهي  ٰانْي تِْيِىٰاِْلَّ ال  بُْىاي  ت قْز  ْل  ْهد ٰو  ٰانْع 
 ٰ ْسُؤْلا ٰي   ٌ ا (٤٣ك   
Terjemahnya:  
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji 
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5. Macam-macam Akad 
Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat 
dari terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, maka akad terdiri atas dua, yaitu: 
a. Akad Sahih 
Akad sahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad sahih ini ialah berlakunya seluruh akibat hukum yang 
ditimbulkan dari akad itu dan mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. 
Ulama Hanafiyah, membagi akad sahih kedalam dua macam yaitu:  
1) Akad Nafiz, yaitu sesuatu yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada 
penghalangnya untuk melaksanakan serta, 
2) Akad Mawquf, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap 




b. Akad yang tidak sah 
Akad yang tidak sah dapat terjadi apabila terdapat kekurangan pada 
rukun ataupun syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak 
berlaku dan tidak mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. Ulama 
Hanafiyah membagi akad yang tidak sah dalam dua macam yaitu: 
                                                             





1) Akad batil, adalah suatu akad yang tidak memenuhi sebagian rukun dan 
sebagian syarat akadnya sehingga ada larangan langsung dari hukum Islam 
atas akad tersebut 
2) Akad fasad, adalah akad yang pada dasarnya sesuai syariat, tetapi sifat dari 
akad tersebut tidak jelas. Contohnya, menjual televise yang tidak ditunjukkan 
jenis, bentuk ataupun merek-nya, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. 




6. Hal-hal yang membatalkan akad 
Hal-hal yang dapat membatalkan akad sebagai berikut, yaitu: 
a. Paksaan (al-ikrahatau dwang) 
Paksaan, dalam Islam dapat diartikan sebagai ancaman terhadap 
seseorang dengan cara melakukan hal-hal yang membuat seseorang takut 
sehingga seseorang tersebut mengikuti semua perintahnya. 
b. Penipuan (at-tagrir/at-tadlis atau bedrog) 
Menurut ahli hukum Islam, penipuan adalah suatu tindakan yang 
melanuhi seseorang dengan cara berbohong agar orang tersebut 
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c. Kekhilafan (al-ghalat atau dwaling) 
Kekhilafan merupakan keadaan seseorang yang dapat mendorongnya 
untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan.
23
 
7. Berakhirnya Akad 
Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 
a. Akad dapat berakhir apabila masa berlaku akad ini berakhir, apabila akad 
tersebut mempunyai tenggang waktu. 
b. Akad dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang telah berakad, apabila akad 
tersebut sifatnya tidak mengikat. 
c. Akad ini sifatnya mengikat, jadi suatu akad dapat dikatakan berakhir jika: 
1) Jual beli itu fasad, seperti apabila terdapat unsur-unsur yang menipu salah 
satu rukun atau syaratnya maka tidak dapat terpenuhi 
2) Berlakunya hiyar syarat, aib, atau rukyat. 
3) Akad tidak dapat dilaksanakan jika hanya salah satu pihak saja. 
4) Telah tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. 
d. Apabila salah satu pihak yang berakad telah meninggal dunia. Maka akad 
yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad 
diantaranya akad sewa-menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al-wakalah, 
dan al-muzara‟ah. Akad juga akan berakhir dalam bai‟ al-fudul (suatu bentuk 
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jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) 
apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal tersebut.
24
 
B. Arisan Dalam Islam 
1. Pengertian Arisan 
Arisan merupakan sekelompok orang yang telah sepakat untuk 
mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan 
berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang 
terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang 
sama. 
Arisan adalah salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk 
mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Arisan juga berfungsi 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai: 
“kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa 
orang kemudian akan diundi di antara pelaku arisan untuk menentukan siapa yang 
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memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala 
sampai semua anggota memperolehnya.”
26
 
Sama dengan definisi diatas, Wikipedia Indonesia mengartikan arisan 
sebagai: “kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap 
periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan 
keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan 




Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang “menang”, yakni 
mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki 
“kewajiban” untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan 
adalah kegiatan diluar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem 
menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang 
bersifat “memaksa” karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi 
atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.
28
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Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai rotating savings and credit 
association (ROSCA) atau Asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Arisan adalah 
bentuk keuangan mikro. Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan 
merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, 
dengan lokasi perkumpulan biasanya 
29
diadakan di rumah masing-masing anggota 
arisan secara bergiliran. Yang menang dalam arisan menerima pembayaran dari 
semua anggota, dan pemilik rumah menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan 
bisa dipakai untuk berbagai keperluan; bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang 
miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembeli kebutuhan rumah, atau hanya 
sebagai perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber 
keuangan, arisan adalah alternative untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa 
harus berutang pada bank atau bentuk kredit yang lain. Dalam sistem arisan tidak 
memakai bunga. Dalam sejumlah kasus, arisan tidak menonjol unsur sosialnya 
tetapi hanya mencerminkan sirkulasi uang di antara para anggota. Yang terakhir 
ini bisa kita istilahkan arisan call yang dikenal dengan nama julu-julu atau jula-
jula di Sumatra. 
30
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Dalam Kamus Bahasa Arab mendefinisikan arisan dengan istilah 
jam‟iyyah muwaddhofin (  ٍٰ ٰظَّفِْي ى  ًُ ٰاْن ِعيَّتُ ًْ .(ج 
31
Jam‟iyyah sendiri bermakna 
perkumpulan/asosiasi. Muwaddhofin bermakna para karyawa. Jadi, jam‟iyyah 
muwaddhofin secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Hanya saja, 
makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus 
yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di 
sana popular dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.
32
 
2. Hukum Arisan 
Pendapat pertama: arisan hukumnya haram dan termasuk riba, 
pendapat ini didukung oleh Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan. 
Arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana anggota pertama 
yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-
anggota lainnya dan begitulah seterusnya. Maka setiap orang yang menerima uang 
yang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam 
akad pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam 
bentuk seseorang memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota lain bersedia 
memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan 
manfaat merupakan riba. Maka arisan termasuk riba. 
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Tanggapan: arisan tidak termasuk dalam bentuk akad memberikan 
pinjaman dengan syarat peminjam nantinya memberikan pinjaman juga kepada 
pemberi pinjaman pertama. Karena hakikatnya hanyalah satu akad pinjaman, yaitu 
yang menerima uang terkumpul menerima pinjaman dan nantinya dibayar dengan 
cara cicilan kepada setiap anggota secara berkala.  
Akad arisan sekalipun mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman 
tetapi bukanlah termasuk manfaat yang diharamkan, karena manfaat ini tidak 
hanya untuk pemberi pinjaman saja akan tetapi juga untuk yang menerima 
pinjaman sama besar manfaatnya.
33
 Dan manfaat yang sama nilainya untuk pihak 
pemberi pinjaman dan peminjam tidak termasuk manfaat yang diharamkan. 
Pendapat kedua: arisan hukumnya boleh, pendapat ini merupakan 
fatwa lembaga tetap untuk fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa: 164, th. 
1410 H. yang ketuai oleh Syaihk Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan 
Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan hukumnnya sunnah, karena 
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang 
yang terbebas dari riba. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di tanya tentang: 
Soal: sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima 
gaji. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang dari anggota. 
Begitulah seterusnya sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Apa 
hukum akad ini? 
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Jawab: akad ini hukumnnya boleh. Yaitu akad qardh (pinjam-
meminjam) yang tidak ada persyaratan pertambahan nominal utang yang 
diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan ulama besar kerajaan Arab 




Dalil dari pendapat ini mengartikan hukum asal muamalat adalah boleh 
kecuali terdapat hal-hal yang mengharamkan didalamnya. Dan tidak ada yang 
mengharamkan dalam akad ini, sebab manfaat yang diperoleh oleh pemberi 
pinjaman tidak mengurangi sedikitpun harta peminjam maka hukumnnya boleh.  
Wallahu a‟lam pendapat yang memperbolehkan arisan sangat kuat sebab 
berpegang kepada hukum asal, yaitu muamalat hukumnnya boleh jika tidak 
terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan. Adapun cara pengundiannya 
dengan cara dikocok tidak menyebabkan akad arisan menjadi haram. Karena 
kocok (undian/qur‟ah) dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang 
memenangkan arisan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan gharar. 
35
 
Maka dapat disimpulkan bahwa arisan itu hukumnya boleh kecuali 
terdapat hal-hal yang membuat arisan ini diharamkan. Dan apabila dikemudian 
hari terdapat hal-hal yang merugikan peserta arisan namun peserta arisan 
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mengiklaskan hal tersebut maka itu tidak masalah, seperti yang telah dijelaskan 
dalam firman Allah swt QS al-Nisa/4: 29. 
ُُْىاانَّٰٰيُّه اا ٰيٰ  ي 
ٰا   ٍ ِٰٰذْي ان ُكْىٰب يُْ ُكْىٰبِاُٰكهُْىاٰت أْْٰٰل  ٰت كُِٰٰطمِْٰٰنب اٰا ْيى  ٌْ ٰا  ٌٰ اَِّلَّ اْٰى اٰتِج  ٰت ز  ٍْ ع  ةٰا ٍضٰٰر 
ُُْكْىٰۗ ُكْىٰٰۗيِّ َْفُس  ٰت ْقتُهُْىآٰا  ْل  اٰو  ك  ٰهللٰ  ٌَّ اٰ بُِكْىٌٰٰٰ ٰاِ ًا ِحْي (٩٢ر   
Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 








                                                             






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu 
latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dimana 
penelitian ini berperan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara gabungan dengan analisis data yang bersifat induktif. 
1
Untuk 
menghasilkan dan mengelolah data dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan 
seperti wawancara dan observasi kepada objek penelitian. Di samping itu, karena 
peneliti perlu untuk terjun langsung ke lapangan sehingga jenis penelitian 
kualitatif deskriptif lebih tetap untuk digunakan. 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif mengenai tinjauan hukum Islam tentang arisan uang yang 
diganti barang yang berada di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai, maka peneliti 
menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh 
sebagai hasil dari penelitian. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 
ini, peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan secara 
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jelas sehingga hasil dari penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi 
yang sedang terjadi di lapangan. 
2. Lokasi penelitian 
Berdasarkan jenis penelitian kualitatif deskriptif di atas maka penelitian ini 
merupakan penelitian yang menggambarkan kejadian yang sedang terjadi di 
Kabupaten Sinjai, terkhusus di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur. Alasan 
memilih lokasi penelitian Karena lokasi penelitian ini tidak jauh dari tempat 
tinggal peneliti dan juga mayoritas masyarakat disana melakukan kegiatan arisan 
ini untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. 
B. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu: 
1. Pendekatan normatif 
Pendekatan normatif, merupakan suatu pendekatan yang memandang 
agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah swt dan Nabi 
Muhammad saw. yang di dalamnya belum terdapat pembenaran untuk manusia. 
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2. Pendekatan sosiologis 
Pendekatan sosiologis, merupakan suatu pendekatan yang terjadi di dalam 
ruang lingkup masyarakat seperti kehidupan sehari-harinya dan aktivitas yang 
dilakukan warga Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.  
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan, yaitu: 
1. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber utama yang 
terdapat di lokasi. Data primer diperoleh oleh peneliti melalui wawancara yang 
dilakukan secara langsung kepada objek penelitian 
3
yaitu bendahara dan anggota 
arisan, untuk memperoleh informasi tentang arisan uang yang diganti barang di 
Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain 
4
untuk 
melengkapi data primer. Data sekunder ini berupa data yang diambil dari sumber 
buku, jurnal, dan skripsi. Data sekunder yang ada dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
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a. Al-Qur’an dan terjemahannya. 
b. Buku Fiqih Muamalah. 
c. Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. 
d. Buku Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector 
Keuangan Syariah. 
e. Jurnal tentang Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah. 
f. Buku Fikih Kontemporer. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Observasi  
Observasi adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data melalui proses pengamatan. Pengamatan tersebut berfokus 
kepada jenis kegiatan arisan uang yang diganti barang yang dilakukan di Desa 
Panaikang Kabupaten Sinjai, untuk mendapatkan informasi. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung 
antara dua orang atau lebih sebagai pewawancara dan narasumber guna 
menghasilkan informasi yang diinginkan. Wawancara yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur ini 
lebih terarah, sehingga banyak yang menyebutkan dengan wawancara formal 





melakukan wawancara. Sebab format wawancara ini tidak kaku sehingga cukup 
efektif dan tidak menyita banyak waktu
5
 untuk mendapatkan informasi atau data 
dalam penelitian arisan uang yang diganti barang, yang dilakukan di Desa 
Panaikang Kabupaten Sinjai. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
memperoleh informasi dari berbagai macam sumber seperti tulisan atau gambar 
yang ada pada subjek/responden atau tempat, dimana subjek/responden bertempat 
tinggal atau didalam kegiatannya sehari-hari. Dokumentasi juga merupakan 
pelengkap dari metode observasi dan wawancara.
6
 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti yaitu pedoman 
wawancara, observasi, alat perekam atau dokumentasi sebagai alat bantu untuk 
mendapatkan atau memperoleh suatu informasi yang akurat dan sistematis. HP, 
kamera dan indera penglihatan dan pendengaran sebagai alat yang digunakan untuk 
melihat, mendengar, merekam, dan mengambil gambar untuk menyimpan bahan 
penelitian agar dapat mempermudah dan membantu penelitian dalam menyelesaikan 
penelitiannya. 
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F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan 
Teknik pengelolaannya yaitu pertama-tama melakukan editing untuk 
memeriksa ulang data yang telah dikumpulkan kemudian memperbaiki data 
penelitian tersebut setelah itu mengverifikasi data
7
 yang telah diperbaiki dan 
dikumpulkan agar dapat diketahui kebenaran datanya dan apakah data tersebut 
sudah sesuai dengan apa yang peneliti harapkan. 
2. Analisis Data 
Analisis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Analisis Data Sebelum Di Lapangan 
Peneliti telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan, 
analisis data ini dilakukan terhadap data hasil penelitian terdahulu atau dari data 
sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Di tahap ini, 
peneliti telah melakukan analisis data untuk sementara karena bisa saja setelah 
terjun langsung kelapangan kemungkinan terjadi perubahan apabila terdapat data 
yang berbeda. Dengan artian bahwa proses analisis data sementara terhadap 
masalah dan fenomena yang ditemukan di tahap pra penelitian. Hasil analisis 
data sebelum terjun ke lapangan ini sangat diperlukan untuk penyusunan latar 
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belakang dan penetapan fokus penelitian sebagai dasar perumusan judul 
8
tentang 
arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, 
Kabupaten Sinjai. 
b. Analisis Selama Di Lapangan 
Setelah melakukan analisis sebelum di lapangan, kemudian peneliti 
melakukan analisis selama di lapangan. Analisis data selama di lapangan bisa 
disebut dengan analisis yang sesungguhnya karena disitulah peneliti 
mengumpulkan data, mereduksi, menyajikan data dan menarik kesimpulan.
9
 
Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut: 
a) Reduksi Data 
Reduksi data adalah suatu kegiatan merangkum, menentukan yang pokok, 
dan memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang 
didapatkan di lapangan sangat banyak, sehingga memerlukan pencatatan yang 
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b) Penyajian Data 
Setelah melakukan reduksi, maka selanjutnya penyajian data. Dalam 
menyajikan data menampilkan informasi yang berbentuk uraian singkat, bagan, 
terhubung antar kategori dan sejenisnya agar lebih mudah dipahami.
11
 
c) Penarikan Kesimpulan  
Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, penarikan 
kesimpulan sebelum terjun kelapangan bersifat sementara, setelah terjun 
langsung kelapangan kita dapat menarik kesimpulan yang sebenarnya apabila 
kita telah menemukan bukti-bukti yang kuat.
12
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
1. Display  
Mendisplaykan data merupakan cara yang memudahkan kita dalam 
menyajikan data dalam bentuk table atau grafik untuk mempersingkat data agar 
dapat di pahami dengan mudah. 
2. Trianggulasi  
Dalam pengujian keabsahan data, trigulasi merupakan cara yang dilakukan 
peneliti untuk melalukan pengujian keabsahan data dengan cara mengecek 
kebenaran data dengan berbagai teknik untuk pengumpulan data. 
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PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur provinsi Sulawesi 
Selatan dengan ibu kotanya Sinjai Utara. Berada pada posisi 50 19’ 30” sampai 50 
36’ 47” Lintang selatan dan 1190 48’ 30” sampai 1200 0’ 0” Bujur Timur. Dimana 
kondisi geografisnya terdiri atas daratan rendah di kecamatan Sinjai Utara, Tellu 
Limpoe, dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah daratan tinggi dimulai dari Sinjai 
Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Sedangkan kecamatan 
terunik merupakan kecamatan Pulau Sembilan berupa hamparan 9 pulau yang 
berderet sampai mendekati Pulau Buton.
1
 
a. Letak Geografis Dan Administrasi Kabupaten Sinjai 
Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan 
untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. 
Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 5˚ 2’ 56” - 5˚ 21’ 16” Lintang Selatan 
(LS) dan antara 119˚ 56’ 30” - 120˚ 25’ 33” Bujur Timur (BT), yang berada di 
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Pantai Timur bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas 
sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone; 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone; 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan 
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 
dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah 
timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 km dari Kota Makassar, Ibukota 
Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten 




Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan 
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1 Sinjai Barat Manipi 9 135,53 16,53 
2 Sinjai Borong Pasir Putih 8 66,97 8,17 
3 Sinjai Selatan Bikeru 11 131,99 16,10 





  Sumber: Profil Kabupaten Sinjai 
b. Sejarah Kabupaten Sinjai 
Tellu Limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai 
yakni kerajaan Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti, serta pitu limpoe adalah 
kerajaan-kerajaan yang berada di dataran tinggi yakni kerajaan Turungen, 
Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka. 
Kabupaten Sinjai mempunyai nilai historis tersendiri, dibanding dengan 
Kabupaten-Kabupaten lain di Propinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari 
kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe 
dan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe. 
Watak dan karakter masyarakat tercermin dari sistem pemerintahan 
demokratis dan berkedaulatan rakyat. Kamunikasi politik di antara kerajaan-
kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yakni Sipakatau yaitu 
saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre’ 
5 Sinjai Timur Mangarabombang 13 71,88 8,77 
6 Sinjai Tengah Lappadata 11 129,70 15,82 
7 Sinjai Utara Balanipa 6 29,57 3,61 
8 Bulupoddo Bulupoddo 7 99,47 12,13 
9 Pulau Sembilan Kambuno 4 7,55 0,92 





Tessirui No” yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah, 
Mallilu Sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan. 
Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung ke dalam persekutuan 
kerajaan Tellu Limpoe namun pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan pada 
wilayahnya masing-masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang terjadi 
diantara mereka. 
Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten 
Sinjai di masa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat 
oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut SIJAI artinya sama 
jahitannya. 
Hal tersebut diperjelas dengan adanya gagasan dari Lamassiajeng Raja 
Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan Lamatti 
dengan ungkapannya “Pasija Singkerunna Lamati Bulo-Bulo” artinya satukan 
keyakinan Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia beliau 
digelar dengan Puanta Matinroe Risijaina. 
Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di 
masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng 
ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang 
sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, Benteng ini pun 
dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama 
oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-Bulo, dan Tondong lalu diperbaharui 





Agresi Belanda tahun 1859-1561 terjadi pertempuran yang hebat sehingga 
dalam sejarah dikenal nama Rumpa’na Manggarabombang, tahun 1559 Benteng 
Balangnipa jatuh ke tangan Belanda. 
Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-
kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba 
menentang keras upaya Belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-
kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan 
terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang belanda yang mencoba 
membujuk kerajaan Bulo-Bulo untuk melakukan perang terhadap kerajaan Gowa. 
Peristiwa ini terjadi tahun 1639. 
Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap perpegan teguh pada Perjanjian 
Topekkong. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Der Capellan 
dating dari Batavia untuk membujuk I Cella Arung Bulo-Bulo XXI agar menerima 
perjanjian Bongaya dan mengizinkan Belanda mendirikan Loji atau kantor dagang 
di Lappa tetapi ditolak dengan tegas. 
Tahun 1861 berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, 
takluknya wilayah Tellu Limpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan 
dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 februari 1940, Gubernur Grote Gost 
menetapkan pembagian administratif untuk daerah timur termasuk Residensi 
Celebes, dimana Sinjai bersama-sama beberapa Kabupaten lainnya berstatus 





Bulo-Bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-Bulo, Manipi dan 
Turungeng. 
Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditatah 
sesuai dengan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 
Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 
Tahun 1959. Dan pada tanggal 17 februari 1960 Abdul Latief dilantik menjadi 
Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang pertama. 
Hingga saat ini Kabupaten Sinjai telah dinahkodai oleh 9 (Sembilan) orang 
putra terbaik dan saat ini Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Bapak Andi Seto 
Gadhista Asapa, SH, LLM dengan motto Sinjai Bersatu. 
2. Desa panaikang 
a. Kondisi Geografis Desa Panaikang 
Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai merupakan 
bagian integral dari sistem perwilayanan Kecamatan Sinjai Timur. Berdasarkan 
letak geografis wilayah, Desa Panaikang berada antara 5˚ 11’ 70.000” LS dan 120˚ 
14’ 30.000” BT. Dengan batas-batas sebagai berikut: 
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1) Sebelah Utara  : Desa Tongke-Tongke 
2) Sebelah Timur  : Laut/Teluk Bone 
3) Sebelah Selatan  : Desa Lasiai/Pasimarannu 
                                                             





4) Sebelah Barat  : Desa Kaloling 
Secara Topografi, Desa Panaikang ini merupakan daerah dataran rendah ± 
321,00 Ha, sedangkan wilayah/daerah tepi pantai (pesisir) ± 151,00 Ha. 





Komposisi Peruntukan Lahan 
No Kualifikasi Luas (Ha) 
1 Pemukiman  13,58 Ha 
2 Persawahan  89,72 Ha 
3 Perkebunan  37,00 Ha 
4 pekuburan 1,00 Ha 
5 Pekarangan  10,11 Ha 
6 Perkantoran  0,40 Ha 
7 Prasarana umum lainnya 6,40 Ha 
 Total Luas Wilayah menurut penggunaan 158,21 Ha 
  Sumber: Profil Desa Panaikang 
b. Demografi Desa Panaikang 
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Jumlah penduduk Desa Panaikang pada Tahun 2020 ada sebanyak 538 
Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 2.016 jiwa, yang terdiri dari 985 
laki-laki dan 1.031 perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan 4 
(empat) dusun yang berada di Desa Panaikang dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
   Jenis Kelamin  Jumlah 
Laki-Laki Perempuan  
985 1.031 2.016 
Sumber: Profil Desa Panaikang 
Tabel 4 





               Jumlah KK  
                (Kartu Keluarga)    
  
Jumlah 
  RT I RT II            RT III  
1. Dusun Bangko 68 27 26 121 
2.  Dusun Baringeng 50 22 76 148 
3. Dusun Maccini 36 63 49 148 
4.  Dusun Buakang 34 34 44 112 
  JUMLAH   529 





c. Sarana Sosial dan Umum 
Desa Panaikang memiliki beberapa sarana meliputi sarana peribadatan, 





Jumlah Sarana Sosial Dan Umum Desa Panaikang 
No. Sarana Sosial Dan Umum Jumlah 
1. Masjid  5 Buah  
2. Posyandu 3 Buah 
3. Puskesmas  1 Buah 
4. PAUD 1 Buah 
5. SD 1 Buah 
6.  SMP 1 Buah 
7. Pasar 1 Buah 
8. Koperasi Unit Desa 1 Buah 
9. Pos Kamling 3 Buah 
Sumber: Profil Desa Panaikang 
d. Visi Dan Misi Desa Panaikang 
Adapun visi dan misi Desa Panaikang antara lain sebagai berikut: 
1) Visi  
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Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih 
guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan 
sejahtera. 
2) Misi  
a) Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa 
guna mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
b) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi 
serta bentuk-bentuk penyalewengan lainnya. 
c) Menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka, dan bertanggung 
jawab sesuai peraturan perundang-undangan. 
d) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan 
dan penyuluhan khusus kepada UKM, Nelayan, Petani. 
e) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai 
taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi 
masyarakat desa yang maju dan mandiri. 
B. Proses Penggantian Arisan Uang Yang Diganti Barang Di Desa Panaikang 
Kabupaten Sinjai 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri 
sehingga memerlukan bantuan orang lain. Berbagai macam kegiatan yang 
dilakukan manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya 
yaitu dengan bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang biasanya 





arisan ini berupa arisan uang dan peserta arisan akan mengumpulkan uang dan 
nama yang menang undian akan mendapatkan uang yang telah dikumpulkan. 
Seperti yang dituturkan oleh Ibu Saleha: “uang yang dikumpulkan perhari yaitu 
Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) perorang, kemudian akan diundi setiap sepuluh hari 




 Kegiatan arisan di Desa Panaikang ini dibentuk untuk membantu 
memenuhi kebutuhan masyarakat karena semakin meningkatnya jumlah kebutuhan 
masyarakat sehingga masyarakat mengikuti kegiatan arisan. Adapun alasan 
masyarakat tertarik mengikuti arisan ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Emma: 
“karena apabila saya tidak mengikuti kegiatan arisan ini saya tidak dapat membeli 
barang atau kebutuhan yang saya inginkan”
7
 
Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Ibu Ani sebagai salah satu 
peserta arisan di Desa Panaikang bahwa: “karena bisa membeli barang yang 
diinginkan, dan karena kita tidak mampu untuk membeli barang secara langsung 
sehingga dengan adanya arisan ini hal yang kita inginkan dapat tercapai”
8
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Seperti yang dikatakan diatas bahwa kegiatan arisan ini sangat penting bagi 
masyarakat kecil agar hal diinginkannya tercapai sehingga salah seorang dari 
peserta arisan yaitu ketua arisan berinisiatif untuk mengubah akad perjanjian 
dimana awalnya arisan ini adalah arisan uang kemudian diganti menjadi arisan 
barang dengan alasan yang dituturkan oleh Ibu Marta: “alasan saya karena apabila 
uang yang diterima dari hasil arisan ini akan cepat habis dan tidak dapat 
dipergunakan dalam jangka waktu yang lama sedangkan apabila barang yang 
diterima dari arisan ini akan lama dirasakan manfaatnya”
9
 
Dengan alasan diatas, arisan uang ini diganti menjadi barang agar peserta 
arisan dapat merasakan manfaatnya dalam jangka waktu lama. 
Adapun proses penggantinya arisan uang menjadi arisan barang di Desa 
Panaikang kabupaten sinjai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Marta: “arisan ini 
awalnya arisan uang dan peserta yang namanya naik undian akan mendapatkan 
uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah berjalannya arisan 
uang ini dari sepuluh hari pertama sampai sepuluh hari kedua sudah ada dua nama 
yang naik undian yaitu ibu saleha dan ibu emming dan uang yang diterima dari 
arisan tersebut dianggap tidak ada artinya karena cepat dihabiskan dan 
dipergunakan untuk membeli hal-hal yang tidak berguna sehingga saya berinisiatif 
bagaimana jika arisan uang ini diganti dengan barang supaya lama dirasakan 
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manfaatnya dan saya terlebih dahulu menanyakan hal ini kepada ibu saleha dan ibu 
emming karena mereka berdua telah menerima uang arisan lebih dulu dan mereka 
awalnya merasa tidak adil karena dia mendapatkan uang dan yang lain akan 
mendapatkan barang sehingga saya menjelaskan bahwa uang yang mereka 
dapatkan sama jumlahnya dengan harga barang yang didapatkan peserta lainnya 
dan akhirnya mereka berdua merelakan hal tersebut dan mengatakan kepada saya 
agar kedepannya arisan ini tidak diganti-ganti lagi setelah itu diadakanlah 
perundingan kedua bersama semua peserta arisan dan saya mengatakan alasan saya 




Walaupun pada dasarnya ketua arisan tidak memiliki hak untuk mengatur 
penggunaan uang yang didapatkan oleh peserta arisan, akan tetapi apabila 
digantinya arisan uang ini menjadi arisan barang akan lebih bermanfaat untuk 
peserta arisan maka tidak masalah selama ketua arisan merundingkan hal tersebut 
dengan peserta arisan. Dan karena tujuan dari ketua arisan itu agar peserta arisan 
mendapatkan yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan untuk kebutuhan 
hidupnya. Sehingga semua peserta arisan setujuh dan tergantilah arisan uang ini 
menjadi arisan barang dan peserta arisan akan mendapatkan hak yang diinginkan 
dengan cara memenuhi kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban peserta arisan, 
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seperti yang dituturkan oleh Ibu Esse yaitu: “haknya yaitu dapat memilih barang 




Dan jenis barang yang biasanya diinginkan oleh peserta arisan yaitu berupa 
beralatan rumah tangga dan alat elektronik. Seperti yang dituturkan oleh ibu narmi 




Adapun barang yang diinginkan oleh ibu jasma apabila nama ibu jasma naik 
undian yaitu: “barang yang saya inginkan yaitu kipas angina karena dirumah saya 
tidak ada kipas angin”
13
 
Jenis barang yang diinginkan oleh peserta arisan adalah barang yang tidak 
ada dalam tempat tinggalnya atau barang tersebut telah rusak dan sebagian besar 
peserta arisan memilih peralatan rumah tangga seperti kompor, rice cooker, dan 
panci. 
Dan uang yang harus dikumpulkan peserta arisan sama sekali tidak 
memberatkan karena jumlah uang yang dikumpulkan sangat terjangkau dan jumlah 
uang yang dikumpulkan tetap sama dengan arisan yang sebelumnya yaitu pada 
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saat arisan ini masih berupa uang. Adapun nominal yang harus dikumpulkan 
perharinya dalam kegiatan arisan ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ati: “uang 
yang harus dibayar perorang dalam perharinya yaitu 2.000/hari maka jika dihitung 
dengan jumlah peserta arisan yaitu 20 orang maka jumlah uang yang harus 
dikumpulkan bendahara adalah 40 ribu/hari”
14
 
Dan apabila uang tersebut hilang maka bendahara arisan bertanggung jawab 
untuk mengganti semua jumlah uang yang hilang tersebut. Dan apabila telah tiba 
hari pengundian, masih ada beberapa peserta arisan yang belum membayar maka 
akan tetap diadakan pengundian dengan jalan bendahara arisan harus menutupi 
kekurangan uang tersebut. Adapun sistem yang digunakan untuk menentukan 
pemenang undian arisan, seperti yang dituturkan oleh Ibu Ati: “bisa di lock dan 
bisa juga diatur sesuai dengan kebutuhan”
15
 
Jadi pengundian arisan ini dapat juga diatur apabila ada salah seorang dari 
mereka saat itu lebih membutuhkan maka peserta yang bersangkutan dapat 
mengajukan dirinya kebendahara agar peserta tersebut lebih dulu menerima arisan. 
1. Keuntungan Dan Kerugian Mengikuti Arisan 
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Adapun keuntungan dan kerugian mengikuti arisan ini menurut Ibu Emming 
yaitu: “karena nama saya yang duluan naik sebelum arisan ini diganti maka 
keuntungan saya yaitu saya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat 
ratus ribu rupiah) dan ruginya saya karena yang lain  mendapatkan barang yang 
diinginkan sedangkan saya hanya mendapatkan uang”
16
 
Pendapat yang dituturkan oleh Ibu Emming telah diperjelas oleh ketua 
arisan bahwa walaupun Ibu Emming dan Ibu Saleha awalnya merasa tidak adil dan 
merasa dirugikan akibat digantinya arisan ini menjadi barang akan tetapi Ibu 
Emming dan Ibu Saleha telah merelakan hal tersebut dan berpesan agar 
kedepannya tidak ada lagi pergantian akad arisan. Adapun pendapat yang berbeda 
dituturkan oleh Ibu Nursia bahwa: “keuntungannya kita bisa mendapatkan barang 
yang kita inginkan dan kerugiannya harga barang tersebut tidak sesuai dengan 
harga yang ada dipasaran”
17
 
Pendapat dari Ibu Nursia sama persis dengan Ibu Ani, dimana harga yang 
disebutkan bendahara sangat berbanding terbalik dengan harga di pasaran karena 
harga yang disebutkan bendahara sangatlah tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa 
bendahara arisan mengambil keuntungan dengan menyebutkan harga yang tinggi 
agar dapat mengambil sisa uang dari pembelian barang yang diminta pemenang 
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arisan. Walaupun hal tersebut dapat dikatakan merugikan bagi peserta arisan akan 
tetapi peserta arisan mengikhlaskan hal itu dan menganggap bahwa bendahara 
arisan menggambil sisa uang pembelian barang untuk biaya transportasinya. 
2. Berakhirnya Kontrak Atau Perjanjian Arisan 
Kontrak arisan akan berakhir apabila arisan tersebut telah selesai. Jadi jika 
peserta arisan ingin keluar dari kegiatan arisan ini harus terlebih dahulu 
menyelesaikan arisan ini. Seperti yang dikatakan Ibu Marta selaku ketua arisan 
bahwa: “kalau ibu-ibu yang ikut arisan dan ingin keluar mereka harus 
menyelesaikan terlebih dahulu arisan ini dan kalau melanggar akan dikenakan 




Meskipun telah meninggal, apabila ada peserta arisan yang tidak setujuh 
dengan diikhlaskannya uang pembayaran arisan itu maka keluarga dari peserta 
yang meninggal harus menggantikan semua uang pembayaran karena itu 
merupakan utang kecuali semua peserta arisan setujuh untuk mengikhlaskan. 
C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Yang Diganti 
Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai 
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Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang dalam jumlah 
yang sama dan akan diundi untuk menentukan pemenang arisan. Arisan ini akan 
terus dilaksanakan sampai semua peserta arisan mendapatkan haknya.  
Dalam hukum asal setiap akad yang dilakukan oleh manusia adalah 
hukumnya sah, jika tidak ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Maka 
dari itu arisan yang dilakukan oleh manusia hukumnya boleh, kecuali terdapat hal-
hal yang menyebabkan diharamkan. 
Jika diperhatikan tentang permasalahan pada arisan ini terdapat dalam 
akadnya yaitu adanya perubahan arisan yang dulunya berupa uang kemudian 
diganti menjadi arisan barang.  
Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah/5: 1. 
يْٰا ٰيٰ  ل ْيُكْنٰغ  ىٰع  ايُتْل  ه  اِمٰاِْلَّ ْع  تُٰاْْلً  ٌُْىاٰا ْوفُْىابِالُْعقُْىِدٰٰۗاُِحلَّْتٰل ُكْنٰب ِهْيو  ه 
ٰا  ُهِحلِّىٰيُّه االَِّذْيي  ز 
ًْتُْنُٰحُزم ا  ْيِدو  ايُِزْيُدٰ ٰۗࣨالصَّ ي ْحُكُنٰه  ٰهللٰ  (١ٰاِىَّ  
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak 
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 




Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad seperti dalam QS al-
Maidah ayat 1, telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi 
akad perjanjian dan melarang untuk melanggar perjanjian tersebut. Sehingga 
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dalam akad arisan dilarang untuk mengubah akad perjanjian kecuali adanya 
kesepakatan terhadap pihak yang berakad dan tidak dianjurkan pula untuk 
mengubah akad arisan apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak yang 
berakad. Dengan demikian buatlah kegiatan arisan sesuai yang ditetapkan dalam 
Islam agar tidak menimbulkan riba. 
Dalam analisis hukum Islam, maka praktik arisan uang yang diganti barang  
di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan hukum Islam karena 
sebelum mengganti arisan uang menjadi barang pertama-tama ketua arisan 
melakukan perundingan kepada Ibu Saleha dan Ibu Emming sebagai peserta yang 
terlebih dahulu menerima uang arisan dan kedua peserta tersebut awalnya merasa 
tidak adil dan merasa dirugikan namun setelah ketua arisan mengatakan bahwa 
jumlah uang yang didapatkan sama dengan harga barang yang didapatkan peserta 
lainnya sehingga Ibu Saleha dan Ibu Emming merelakan hal tersebut dan tidak 
mempermasalahkannya lagi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS al-
Nisa/4: 29. 
ٌُْىاالَّٰٰيُّه اا ٰيٰ  ه 
ٰا  ِٰٰذْيي  ال ُكْنٰب يٌْ ُكْنٰبِاُٰكلُْىاٰت أْْٰٰل  ٰا ْىٰت ُكْىىٰ ِٰطلِْٰٰلب اٰا ْهى  اٍٰضٰٰاَِّلَّ ْيٰت ز  ةًٰع  اٰر  تِج 
ٌُْكْنٰۗ ُكْنٰٰۗهِّ ًْفُس  ٰت ْقتُلُْىآٰا  ْل  اٰىٰ ٰو  ك  ٰهللٰ  ِحْيًواٰ بُِكْنٰٰاِىَّ (٩٢ر   
 
Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 





yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”
20
 
Makna dalam QS al-Nisa telah dijelaskan dengan jelas bahwa Allah swt 
mengaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam bermuamalah. Sikap 
keridhaan antar pihak tersebut adalah salah satu asas pokok dalam bermuamalah 
yang disebut dengan sebutan mabda’ ar-radhaiyyah. Oleh sebab itu transaksi baru 
dikatakan sah apabila didasari oleh kerelaan antar kedua belah pihak. Sebuah 
kaidah fiqhiyah menyebutkan bahwa: 
لعقدٰرٰضٰالوتعاقدييٰوًٰتيجتَٰهاإلتزٰهاٍٰبالٰتعاقداْلصلٰفىٰا    
Artinya: 
“Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, 
hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”
21
 
Demikian pula yang telah Ibnu Abdil Bar katakan dalam kitabnya Al-
Istidzkar: “setiap transaksi yang didasari atas dasar suka sama suka dan tidak 
terdapat larangan dari Rasulullah saw juga tidak semakna dengan yang terdapat 
larangannya maka itu diperbolehkan”.
22
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Berdasarkan pendapat diatas, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya 
Majmuatul Fatwa membuat sebuah kaidah yang sangat penting dan berharga 
dalam bidang muamalat. Beliau berkata bahwa: “Dasar dalam sebuah transaksi itu 
adalah rasa ridho dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah 




Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan ini tidak bertentangan 
dengan hukum Islam karena telah didasari atas dasar rela sama rela dan tidak 
terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan maka hal tersebut diperbolehkan. 
Kemudian dilangsungkan kembali perundingan yang kedua kepada seluruh 
peserta arisan yaitu ketua arisan, bendahara arisan dan anggota arisan. Dan ketua 
arisan memaparkan alasan arisan uang ini ingin diganti menjadi arisan barang agar 
yang didapatkan lebih bermanfaat bagi kebutuhan hidup peserta arisan sehingga 
seluruh peserta arisan menyetujui akad arisan ini diganti menjadi barang. Adapun 
setelah arisan ini diganti barang, dan harga barang tersebut tidak sesuai dengan 
yang ada di pasaran dimana bendahara arisan menambahkan harga barang agar 
sisa uang pembeli barang tersebut dapat diambil oleh bendahara arisan. Walaupun 
hal tersebut merugikan bagi peserta arisan namun peserta arisan tetap 
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mengikhlaskan sisa uang yang diambil oleh bendahara dan menganggap sisa uang 








Dari pembahasan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 
1. Proses pergantian arisan uang menjadi arisan barang di Desa Panaikang 
Kabupaten Sinjai yaitu awalnya arisan ini adalah arisan uang dan setiap nama 
peserta yang naik undian akan menerima uang sebesar Rp. 400.000 (empat 
ratus ribu rupiah) dan telah ada dua nama yang naik undian yaitu Ibu Saleha 
dan Ibu Emming. Dilihat dari uang yang diterima kedua peserta tidak 
dipergunakan untuk membeli hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan 
hidupnya sehingga ketua arisan berinisiatif untuk mengganti arisan uang 
menjadi arisan barang. Walaupun pada dasarnya ketua arisan tidak memiliki 
hak untuk mengatur penggunaan uang yang didapatkan oleh peserta arisan 
akan tetapi apabila diganti arisan uang ini menjadi barang akan lebih 
bermanfaat untuk peserta arisan maka tidak masalah selama ketua arisan 
merundingkan hal tersebut dengan peserta arisan, kemudian dilakukanlah 
perundingan terlebih dahulu kepada Ibu Saleha dan Ibu Emming. Dan pada 
awalnya kedua peserta ini merasa tidak adil dan dirugikan akan tetapi pada 
akhirnya Ibu Saleha dan Ibu Emming merelakan hal tersebut dan diadakanlah 
perundingan kembali kepada seluruh peserta arisan dan pergantian arisan uang 




2. Praktik arisan hukumnya boleh jika tidak ada hal yang menyebabkan 
diharamkan, pendapat ini merupakan fatwa lembaga tetap untuk fatwa 
dikerajaan Arab Saudi, nomor fatwa: 164, th. 1410 H. sehingga arisan uang 
yang diganti barang yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Desa 
Panaikang Kabupaten Sinjai ditinjau dari pandangan hukum Islam telah sesuai 
dan diperbolehkan karena sebelum mengganti arisan uang menjadi arisan 
barang telah dilakukan perundingan terlebih dahulu kepada Ibu Saleha dan 
Ibu Emming yang telah menerima uang arisan sebelum arisan ini diganti dan 
kedua peserta arisan tersebut telah merelakan sekaligus menyetujui arisan ini 
diganti barang kemudian dilangsungkan kembali perundingan kepada seluruh 
peserta arisan dan disepakatilah pergantian arisan uang ini diganti menjadi 
arisan barang oleh seluruh peserta arisan sehingga hal tersebut tidak 
menimbulkan permasalahan dikemudian hari. 
B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran 
atau masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut: 
1. dalam kegiatan arisan sebaiknya peserta arisan mempertahankan akad 
perjanjian awalnya dan tidak mengubah akad perjanjiannya dari arisan uang 
diganti menjadi arisan barang agar terhindar dari perselisihan akibat adanya 
peserta arisan yang merasa tidak adil. 
2. Sebaiknya bendahara arisan memberitahukan terlebih dahulu dan lebih 




barang dan mengatakan dengan jujur sisa uang tersebut dipergunakan untuk 
apa agar tidak ada peserta arisan yang merasa dirugikan. 
3. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan arisan sebaiknya terlebih 
dahulu mengetahui akad dan hukumnya dalam Islam tentang arisan agar tidak 
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Wawancara dengan Ibu Marta (62 tahun), Ketua Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 14 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Ati (69 tahun), Bendahara Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 15 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Emma (57 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 15 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Ani (50 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 15 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Esse (56 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 15 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Nursia (60 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 15 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Saleha (65 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 16 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Narmi (67 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 16 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Jasma (69 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa Panaikang, 
pada tanggal 16 Maret 2021. 
Wawancara dengan Ibu Emming (67 tahun), Anggota Arisan, Warga Desa 












DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
A. Ketua Arisan 
1. Sejak kapan arisan ini dimulai? 
2. Siapa yang mengganti arisan uang ini menjadi arisan barang? 
3. Apa alasan anda untuk mengganti arisan uang menjadi arisan barang? 
4. Sebelum digantinya arisan uang ini, apakah dilakukan perundingan terlebih 
dahulu dengan peserta arisan? 
5. Bagaimana proses pergantian arisan uang menjadi arisan barang? 
6. Berapa jumlah anggota arisan ini? 
7. Apa saja produk yang dikeluarkan oleh arisan ini setelah diganti menjadi 
arisan barang? 
8. Apa hak dan kewajiban para peserta arisan? 
9. Apabila ada peserta yang ingin keluar dari kegiatan arisan ini, bagaimana cara 
mengakhiri kontrak/perjanjian arisan? 
10. Apakah menurut anda praktik arisan ini telah sesuai dengan syariat Islam? 
B. Bendahara Arisan 
1. Berapa nominal uang yang harus dikumpulkan perharinya setelah arisan ini 
diganti barang? 
2. Bagaimana pertanggung jawaban anda apabila uang arisan tersebut hilang? 
3. Apabila uang arisan tersebut belum sepenuhnya terkumpul, apakah tetap 




4. Bagaimana proses pengundian untuk menentukan pemenang undian arisan? 
5. Apakah menurut anda praktik arisan ini telah sesuai dengan syariat Islam? 
C. Peserta Arisan 
1. Berapa nominal uang yang harus dikumpulkan dan berapa nominal uang  
yang anda dapatkan apabila nama anda naik undian sebelum arisan  ini diganti 
barang? 
2. Mengapa anda tertarik untuk mengikuti arisan ini? 
3. Kapan anda mengetahui bahwa arisan ini diganti dengan barang? 
4. Apakah anda setuju dengan digantinya arisan uang ini menjadi arisan barang? 
5. Apa keuntungan dan kerugian anda mengikuti kegiatan arisan ini? 
6. Barang apa saja yang ibu inginkan apabila nama ibu naik undian? 
7. Apakah ada sanksi yang didapatkan ketua arisan karena telah mengubah akad 
perjanjian? 













Gambar 1: wawancara dengan Ibu Marta selaku ketua arisan 
 
Gambar 2: wawancara dengan Ibu Ati dan Ibu Emma selaku bendahara 





Gambar 3: wawancara dengan Ibu Ani selaku peserta arisan 
  






Gambar 5: wawancara dengan Ibu Saleha selaku peserta arisan 
 
 





Gambar 7: wawancara dengan Ibu Narmi selaku peserta arisan 
 






Gambar 9: wawancara dengan Ibu Ros dan Ibu salima selaku peserta 
arisan 
 






Gambar 11: wawancara dengan Ibu Asni dan Ibu Sari selaku peserta 
arisan 
 






Gambar 13: wawancara dengan Ibu Salama selaku peserta arisan 
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